
BUPATI MUNA
PERATURAN BUPAT! tV!U^!A 

NOMOR 0?TAHUN2')13 

TENTANG

PEUMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERtZiNAN DAN NON PER!Z)NAN KEPADA KANTOR 
PELAYANAN PERtZiNAN TERPADU SATU P!NTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUNA

BUPAT) MUNA

Menimbang : a. bahwa datam rangka meningkatkan kuatitas petayanan pubtik dan memberikan akses yang i ibih 
tuas kepada masyarakat pertu diiakukan penyeienggaraan petayanan perizinan terpadu âtu 
pintu dan penanaman moda);

b. bahwa penyetenggaraan petayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk mewujudkan peiaŷ  nan 
yang cepat, tepat, mudah, transparan terjangkau dan terukur;

c. bahwa datam rangka menarik penanam modal dan meningkatkan pertu mbuhan dan 
perkembangan perekonomian daerah, dipertukan pemberian insentif dan atau kemudahan 
kepada masyarakat dan atau penanam modat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ertu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Ting r i di 
Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lf  ̂ ran 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 1822) ;

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Nr ara 
Repubtik tndonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik ir t sia 
Nomor 3041) sebagaimana tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 197? mg 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1999  ̂ r 69 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 200̂  tentang Pemerintahan Daerah (Lembara i N ara 
Repubtik 'ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik !n i r  sia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kati ter3khir dengan Undang - undang Ncm  ̂ 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4844) ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer^tah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomo; 26, 
tamabahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 25Tahun 2007 tertang Penanaman Modat (Lembaran Ne-ara 
Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tamabahan Lembaran Negara RepubtiK )ndcn ;sia 
Nomor 4724);

6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peiayanan Pubtik (Lembaran Negara Rep blik 
tndonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Repubtit tndonesia Ncr.or 
5038);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tfntang Pembentukan Peraturan pT-i ig- 
undangan (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan h  i an 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 5234);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentano Pedoman Penyususnan dan Pene apan 
standar Petayanan Minimat (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone sia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengatasan 
penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan sitara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten'Kota 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
repubtik tndonesia Nomor 4737)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem taran 
Negara Repubtik tndonesia T3hun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara 3 ubti! 
tndonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu h n dar 
Penanaman Modat;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 t itann 
Pedoman Penyusunan Standar Petayanan Publik.

14. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyeiengc raan 
Pelayanan Perizinan Terpaadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Per itaan 
Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Petayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;

17. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dir as di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah;

19. Peraturan Kepata Badan Koordinasi Penanaman Modat Nasiona) Tahun 2009 = itann 
Penyetenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

20. Intruksi Menteri daiam Negeri Repubtik Indones'a Nomor 570/3203/SJ Tentang Pnrc atari 
Pemberian tzin dan Non Izin Berusaha;

21. Surat Menteri Datam Negeri Repubtik tndonesia Nomor 061/3023/SJ Tanggal 9 Agustui 2012 
tentang Percepatan Petimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di r erah 
kepada Lembaga PTSP;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Org; isasi 
Kantor Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pihtu dan Penanaman Modat Kabupaten Muns

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEUMPAHAN KEWENANGAN PELAYA NAN 
PERtZtNAN DAN NON PERtZiNAN KEPADA KANTOR ^ELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
SATU PtNTU DAN PENANAMAN MODAL KABt 'PATEN MUNA

BAB)
KETENTUAN UMLM 

Pasat 1
Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah sdatah Kabupaten Muna
2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Muna
3. Bupati adaiah Bupati Muna
4. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
5. Perangkat daerah adatah Unsur pembantu Bupati Muna dalam menyetenggaraka.i Pemerintahan Oa ah 

yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Kecam tan 
dan Ketura'ian serta Lembaga tain sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan



6. Kantor Periyetenggara Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adatah Kantor Pelayanan Perizinan Terr du 
Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna

7. Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modp! yang setanjutnya disingkat P2TSP2M adaiah 
kegiatan penyetenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan 
wewenang dari tembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengetotaannya dimutai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan daiam 
satu tempat yang ditakukan oteh Kantor Petayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

8. Pota Petayanan Terpadu Satu Pintu adatah Pola Petayanan Umum yang ditakukan pada satu tempat /lokasi 
yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait sesuai kewenangan ya 
masing-masing .

9. izin adatah dokumen yang dikeiuarkan oteh Pemerintah Dae ah berdasarkan Peraturan Daerah dan a au 
Peraturan [ainnya yang merupakan bukti tegalitas, menyatakan syah atau diperboiehkannya seseorang r: au 
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu

10. Perizinan adatah kegiatan tertentj Pemerintah Daerah datam pemberian izin/tegalitas kepada orang pnr idi 
atau badan atau petaku usaha /kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, y. ng 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendatian dan pengawasan atas kegiatan, pemarfa an 
ruang, serta penggunaan sumber daya atam, barang, prasarana, sarana atau fasititas tertentu na 
metindungi kepentingan umum dan menjaga ketestarian tingkungan.

11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian 
perizinan dan non perizinan

12. Biaya pemberian perizinan dan non perizinan adalah biaya yang diketuarkan oleh pemohon/penerima 
layanan untuk memperoteh dokumen, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dae ah 
dan Peraturan Perundang-undangan tainnya

13. Tim Teknis adatah ketompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yung 
mempunyai kewenangan untuk memberikan petayanan perizinan

14. Cepat adatah prosedur petayanan perizinan terpadu satu pintu dapat disetesaikan datam kurun waktu y^ng 
tetah ditentukan

15. Mudah adaiah prosedur petayanan perizinan terpadu satu pintu tidak berbetit beiit mudah dipahami dan 
mudah ditaksanakan

16. Transparan adatah kejetasan persersyareatan teknis dan administrasi merupakan petayanan yang diberikan 
unit kerja yang berwewenang dan bertanggung jawab metayani dan meyetesaikan keluhan, persoahn, 
sengketa, rincian biaya, dan tata cara dalam peiaksanaan

17. Terjangkau adatah tempat dan tokasi serta sarana petayanan yang memadai, mudah dijangkau o eh 
masyarakat

18. Terukur adatah produk petayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal diterima dencan 
benar, tepat dan sah

19. Non perizinan adatah pemberian rekomendasi dan dokumen tainya kepada seseorang atau badan i r  m 
tertentu

20. Badan adalah sekumputan orang dan atau modal yang meupakan kesatuan, baik yang metakukan r ia
maupun yang tidak metakukan usaha yang metiputi persen3n terbatas, perseroan komnnditer, per,e n
lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), Badan Usaha Mitik Daerah (8UMD), dengan nama df-r j m
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, per ekutuan, perkumpulan, yayasan, orrnn isi
masa, organisasi social potitik, atau organisasi tainnya tembaga a!au bentuk badan lainnya termasuk kon ak 
investasi kotektif dan bentuk usaha tetap.

21. Modat adalah aset datam bentuk uang atau bentuk lain yanj bukan uang /ang dimitiki ole.i penanam T al 
yang mempunyai nitai ekonomis.

22. Modat Datam Negeri adalah modal yang dimiliki oteh negara Repubtik Indonesia, perseorangan wr ga 
negara tndonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

23. Modat Asing adatah modat yang dimiiiki oleh negara asing, perseorangan warga negar? asing, badan usaha 
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum tndonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimi iki 
oteh pihak asing.

24. Penanam Modal adatah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat 
berupa penanam modat datam negeri dan penanam modat asing.

25. Penanaman modat adatah segata bentuk kegiatan menanam modat baik oteh penanam modal daiam necsri 
maupun penanam modat asing untuk metakukan usaha d< wilayah Daerah.



26. Penanam Modat Dalam Negeri adatah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indc t t, 
Negara Repubtik tndonesia, atau daerah yang metakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

27. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemuai h 
asing yang metakukan penanaman modat di witayah Daerah.

28. izin Usaha Penanaman Modat adatah izin usaha untuk metakukan kegiatan usaha.
29. Perizinan penanaman modat adatah segata bentuk persetujuan untuk metakukan penanaman modat y? g 

diketuarkan oteh Pemerintah dan atau Pemertntah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Non Perizinan penanaman tnodat adatah segata bentuk kemudahan petayanan, fasititas fiskai dan inform si 
mengenai penanaman modat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Laporan Kegiatan Penanaman Modat adatah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembanp n 
perusahaan penanaman modat..

32. Sistem Petayanan Informasi dan Perizinan tnvestasi Secara Elektronik yang setanjutnya disingkat SPIPISE 
adatah sistem petayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan 
Pemerintah Daerah.

33. Pendetegasian Wewenang adatah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan 
dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

34. Petimpahan Wewenang adatah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan 
non perizinan termasuk penandatang&nannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

PELIMBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZtNAN

Pasat 2
(1) Melimpahkan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Muna datam memproses petayanan administrasi, menandatangani dan menerbitkan semua 
dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, metaksanakan pemia n 
kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat ditingkungan Kantor petayanan perizinan terpadu u 
pintu dan penanaman modat dan tim teknis dalam unit petayanan terpadu.

(2) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan, dapat ditakukan setelah mendarat 
pertimbangan Teknis dan atau Rekomendasi Teknis dari Kupati Satuan Kerja Perangka' Daerah (SKP 
yang bersangkutan melatui Tim Teknis/Unit Reaksi Cepat (URC) dari masing-masing SKPD.

Pasa! 3
Datam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasat 2 Kepaa Kantor Petayanan Penzinan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modat Kabupaten Muna berkwajiban untuf;:
(1) Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan pubtik
(2) Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mutai dari permononan, sampai dengan penyerahan 

izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang bertaku
(3) Menetapkan ketengkapan persyaratan administrasi perizinan da i non perizinan
(4) Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang diketuarkan
(5) Menyampaikan taporan petayanan perizinan dan non perizinan setiap butan kepada Bupati Muna dan 

Instansi terkait tainnya.
Pasal 4

Kepata Kantor Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu can Penanaman Modat Kabupaten Muna dai? n
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud datam pasat 3 harus tetap memperhatikan /mempedom ii
semua ketentuan peraturan perundang undangan yang bertaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait

Pasat 5
(1) Kantor Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu d?n Penanaman Modat wajib memungut pendapatan ari 

setiap izin dan non izin yang diketuarkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
(2) Hasit pungutan pendapatan atas petayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan re ait si

pendapatan instansi yang terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan
(3) Kantor Petayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal wajib menyetor setiap pener m n

pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan laporan reali si
setiap bulan kepada instansi terkait.



Pasat 6
Pembinaan dan pengawasan terhadap petaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan ap 
menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangakat Daerah bersama sama dengan Kantor Petayanan Periz an 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modat, menurut bidang dan jenisnya masing masing

BAB iil 

TUJUAN DAN SASARAN 

Pasa< 7

Tujuan peyetenggaraan petayan perizinan terpadu adaiah :

a. Meningkatkan kuatitas layanan pubtik;

b. Memberikan akses yang tebih tuas kepada masyarakat untuk memperoteh petayanan pubtik.

Pasal 8

Sasaran penyetenggaraan petayanan perizinan terpadu adatah:

a. Terwujudnya petayanan pubtik yang transparan, cepat, tepat sasaran, tepat waktu, kepastian hukum, mudah 
dan ramah;

b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap petayanan pubtik;

c. Meningkatkan pendapatan asti daerah;

d. Meningkatkan sumberdaya aparat pengetota perizinan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM 

Pasal 9

(1) Penyetenggaraan Petayanan Umum metiputi petayanan administrasi dibidang penzinan dan non p< r, 3n
dengan standar waktu yang tetah ditentukan secara nasional

(2) Penyelenggaraan petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
a. Petayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dipungut Retribu ;i
b. Petayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dipungut Rutribus;

Pasal 10

Segata penerimaan yang timbul dari petayanan penzinan dan non perizinan, sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan dan di setor ke Kas Daerah Kabupaten Muna.

BABV

PENYEDERHANAAN PELAYANAN 

Pasal 11

(1) Bupati wajib metakukan penyederhanaan penyetenggaraan petayanan perizinan terpadj,
(2) Penyederhanaan penyetenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:



a. Petayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan di takukan oteh Kantor Petayanan Perizinan 

Terpadu;

b. Percepatan waktu proses penyetesaian petayanan tidak metebihi standar waktu yang telah di tentukan 

secara nasiona);

c. Kepastian biaya petayanan tidak metebihi dari ketentuan yang ditetapkan datam peraturan daerah;

d. Kejetasan prosedur petayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan 
dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;

e. Mengurangi berkas ketengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan 

perizinan;

f. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya e an 

penyelenggaraan perizinan petayanan.

BAB Vt 

KEPEGAWAIAN 

Pasat 12

(1) Kepata Kantor Petayanan Perizinan Terpadu ditunjuk dan diberhentikan oteh Bupati Muna;
(2) Kepata Kantor Petayanan Perizinan Terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab dalam kelancaran 

petaksanaan pemberian petayanan;
(3) Personi) pada Kantor Petayanan Perizinan Terpadu ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati 

Muna berdasarkan usutan dari masing-masing pengetola perizinsn dan non pnrizinan.

BAB VII
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERtZiNAN TERPADU

Pasal 13

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasat ini.ha'us memitiki sarana dan prasarana yang berkait an 
dengan mekanisme petayanan, yaitu :
a. Loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
b. Tempat/ruang pemrosesan berkas;
c. TempaVruang penyerahan dokumen; dan
d. Tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 14

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mempercepat prosej petayanan.

Pasal 15

(1) Lingkup tugas Kantor Petayanan Perizinan Terpadu metiputi pemberian petayanan atas semua bentuk 
petayanan perizinan dan r<on perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Muna.

(2) Kantor Petayanan Perizinan Terpadu mengetota adminsitrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu 

pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.



Pasat 16

Perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor Petayanan Perizinan Terpadu berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk metakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengetota perizinan dan ron 
penzinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAP Vltl

PROSES, WAKTU DAN BtAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 17

(1) Pengotahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mutai dari tahap permohonan sampai 

dengan tertibnya dokumen dilakukan secara terpadu.

(2) Proses penyelenggaraan petayanan perizinan ditakukan untuk satu jenis perizinan tertentu.

Pasal 18

(1) Pemeriksa teknis ditapangan ditakukan oteh instansi teknis yang dikoordinasikan oteh Kantor Petayanan 
Perizinan Terpadu;

(2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memitiki kewenangan untuk mengambit keputusan 
datam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditotaknya suatu permohonan perizinan.

Pasat 19

Jangka waktu penyetesaiaan petayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan sesuai standar nasiona! ran 

pating tama 15 (tima betas) hari kerja terhitung mutai sejak diterimanya berkas permohonan beserta selu uh 
kelengkapannya.

Pasat 20

Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peratu an 

Daerah.

BAB IX
JENIS-JENtS PERtZtNAN DAN NON PERIZINAN YAt"G DiKELOLA

Pasat 21

NO JENtS PERtZtNAN NO JENtS NON PERtZtNAN

) Sektor Penanaman Moda). ) Suktor Perkebunan

1 tzin Pendaftaran Penanaman Modat 1 Surat Keterangan/ Rekomendasi Berusaha

2 izin Prinsip Penanaman Modat 2 Surat Keterangan Asal Hasil Pertanian

H Sektor Perkebunan 3 Surat tzin Usaha Setiap Komoditi Perkebunan 
dan Tanaman Pangan.

3 Surat Izin Pengeluaran Hasil Pertanian. 4 Rekomendasi Penggi'ingan Padi.
4 Surat Keterangan Ketayakan Benih/ Bibit 

setiap Satur.
5 Rekomendasi Penjuatan Pestisida atau 

Pupuk.



___
5 izin Usaha Perkebunan ii Sektor Kstenaga Kerjaan

!!) Sektor Peternakan 6 Rekomendasi Perpanjangan izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ()MTA).

6 izin Rumah Potong Hewan !)i Sektor Perindustrian dan Perdagangan.
7 izin pengeiuaran Kutit Sapi Segar dan Kutit 

Sapi Kering.
7 Tanda daftar Perusahaan

8 tzin Pengeiuaran Hewan Hidup-hidup/ 
Sumbangan Pihak Ke-tiga.

8 Tanda daftar industri.

9 Surat !zin Operasi Pembeiian 'femak Potong. 9 Tanda daftar gudang.
!V Sektor Kctenaga Kerjaan tv Sektor Pekerjaan Umum
10 izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu 

istirahat.
10 Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

V Sektor Lingkungan Hidup 11 Sewa Atat Berat
11 izin Gangguan (HO)/ Surat tzin Tempat 

Usaha (StTU) V Sektor perhubungan/LLAJ dan infokom

12 izin Lingkungan 12 Surat registrasi uji kendaraan bermotor baru 
dan bukan baru

13 izin Pengendaiian Dampak Lingkungan 13 Kartu tanda operasionai angkutan barang da'' 
kartu daftar usaha angkutan.

Vt Sektor Sosiai 14 Rekomendasi penghapusan kendaraan 
be "motor (DEM)

14 izin Operasionai Panti Asuhan 15 Rekomendasi pembangunan tower base 
Trascesiver Station (BTS).

VM Sektor Perindustrian dan Perdagangan. 16 Rekomendasi Pas Kecit Kapat.
15 Surat izin usaha Perdagangan (SiUP) 17 Kartu pengawasan angkutan barang dan 

an jkutan orang / angkutan pedesaan dart 
perkotaan.

16 Surat izin usaha Perdagangan Minuman 
Beratkofot (SiUP-MB) Vt Sektor Pariwisata

17 tzin Usaha industri 18 Rekomendasi Persyaratan dasar 
pe iggotcngan keias Hotel.

18 tzin Kawasan industri 19 Sertifikat penggotongan Restoran/Rumah 
Makan.

19 Surat tzin Tempat Usaha. VU Sektor Kehutanan
20 tzin Rekiame 20 Rekomendasi daiam rangka izin usaha 

industri Primer hasii hutan Kayu.

V)!! Sektor Perikanan Dan Keiautan. 21 Rekomendasi daiam rangka pinjam pakai 
kawasan hutan.

21 Surat tzin Usaha Perikanan (StUP) 22 Rekomendasi Pencadangan tahan untuk 
kegiatan non kehutanan

22 Surat tzin Penangkapan tkan (StPt). 23 Rekomendasi datam rangka tukar menukar 
kawasan Hutan.

[X Sektor Kesehatan
23 izin Praktik Kedokteran
24 izin Praktik Bidan

25 izin Praktik Apoteker:
a. apotek
b. Batai Pengobatan
c. Pedagang Besar Farmasi (PBF).

26 izin Praktik Tenaga Teknis Ketarmasian. 
a. apotek



b. toko obat
c. toko atat kesehatan

27 tzin Praktik Perawat.
28 tzin Praktik Perawat Gigi
29 izin Praktik Fisioterapis
30 tzin Praktik Refraksionis Optisien
31 !zin Praktik Terapis Wicara.
32 izin Praktik Radiografer
33 tzin Praktik Okupasi Terapis
34 tzin Rumah Tangga Pangan
X Sektor Pekerjaan Umum
35 tzin Usaha Jasa Konstruksi (tUJK)
36 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Xt Sektor Pelambangan
37 tzin Usaha Pertambangan Umum.
38 tzin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM).
39 izin Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum (SPBU).
40 !zin pangkatan minyak tanah.
41 Izin Tambang Golongan C
XH Sektor perhubungan /LLAJ dan tnfokom
42 Izin trayek dan perubahan trayek
43 izin operasionai Angkutan orang
44 Izin angkutan barang
45 tzin insidenti! (penyimpangan trayek)
46 tzin trayek petayaran Rakyat.
47 Izin penggunaan jalan di luar kepentingan 

tatutintas
48 tzin penggunaan trotoar dan bahu ja!an.
49 tzin operasi angkutan taxi
50 tzin usaha parkiran
51 tzin usaha angkutan
52 tzin pemasangan jaringan instatasi bawah 

tanah.
XM! Sektor Kehutanan
53 Izin Pemungutan Hasit Hutan Kayu dan 

Bukan Kayu pada Huta Produksi Aiam.
54 Izin Pemanfaatan Kayu.
55 tzin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.
56 Izin usaha industri Primer Hasit hutan Kayu.
57 tzin pertuasan usaha industry Hasit hutan 

kayu.
58 tzin usaha pembaharuan industri Primer Hasit 

hutan kayu.
59 Izin usaha pemanfaatan kawasan.
60 tzin survey/ penyidikan umum/ eksplorasi 

pertambangan di kawasan hutan.
61 tzin usaha pemanfaatan hasit hutan kayu 

pada Tanaman Rakyat. (tUPHHK-HIR).



X!V Sektor Pendidikan
62 Izin Operasionai tnstitusi Pendidikan.
63 Izin Pendirian Sekolah Swasta.

64 tzin Pendidikan Mengemudi.
65 tzin Perpanjangan Operasional tnstitusi 

Pendidikan.
66 tzin Pendinan Lembaga Pendidikan Non 

Formal.
67 tzin Pendidikan Sanggar/Kursus.

Sektor Aset/Kekayaan Daerah
68 Izin Penggunaan Gedung Pemerintah !
69 tzin Penggunaan Gedung Atun-atun. I
70 tzin Penggunaan SOR.
71 Izin Penggunaan Rumah Dinas.
XV Sektor Kebudayaan dan Pariwisata.
72 tzin usaha Hotet/ Penginapan
73 Izin Pemakaian Arena Pertunjukkan.
74 tzin Pusat Kebugaran.

BAB X
MEKANtSME MEMPEROLEH IZ)N 

Pasal 22

Pengelotaan dokumen persayaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan pengambil;-' 

tertibnya dokumen:
1. Mengajukan permohonan
2. Pengembalian formulir
3. Pembukuan Permohonan izin
4. Peninjauan lapangan oleh tim teknis
5. Penetapan besaran tarif
6. Pembayaran pada kasir / alat bukti penyetoran
7. Pembuatan / pemprosesan izin
8. Penandatanganan izin

9. Penomoran atau agenda izin
10.Pemgambilan izin

BAB XI 

MEKANISME PELAYANAN 

Pasal 23

(1) Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui satu pintu, artinya mulai dari pemasukan berkas permohonan oleh 

pemohon sampai dengan pengambilan surat izin yang telah selesai ditakukan di Kantor Petayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

(2) Mekanisme/Prcsedur petayanan penzinan tersebut adatah sebagai berikut*.



1. Formulir stau btanko permohonan perizinan dapat diperoleh diloket informasi/pendaftaran;

2. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan/pendaftaran atau front office (FO);

3. Pemeriksaan berkas dilakukan oleh Petugas FO;

4. Apabila berkas permohonan dinyatakan tengkap, maka petugas FO menginput atau memasukkan dats 

permohonan tersebut kedatam system informasi pelayanan dan Pemohon diberikan tanda terima berkas 

yang didalamnya berisikan batas waktu proses penyelesaian perizinan, sebagai bukti pada saa 

pengambilan perizinan;

5. Untuk perizinan yang tidak memer'tukan survey lapangan, maka permohonan langsung diproses dan 

dicetak perizinannya serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintt 

dan Penanaman Moda! Kabupaten Muna sekaligus diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

yang harus dibayar oleh Pemohon;

6. Untuk perizinan yang memadukan Pemeriksaan Teknis Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yann 

dikoordinasikan oteh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modsi 

Kabupaten Muna;

7. Hasit pemeriksaan Teknis Lapangan dituangkan datam E r̂ita Acara yang berisikan rekomendasi 

mengenai diterima atau ditolaknya suatu perizinan, sekd'gus ditetapkan SKRD yanc- harus dibayar 

Pemohon;

8. Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPTSF' berkut SKRD disampaikan kepada Petuga 

Loket pengambiian untuk memasukkan data ke datam system informasi petayanan;

9. Pada saat pengambilan surat izin, petugas loket menyerahkan SKRD kepada pemohon untuk prose; 

pembayaran;

10. Pembayaran ditakukan di loket pembayaran dan kepada Pemohon diberikan tanda bukti pembayaran,

11. Tanda buKti pembayaran dipergunakan oteh Pemohon untLk pengambilan penzinan di toket pengambifa-

BAB Xtt

MEKANISME KOORDINASI TIM TEKNIS, UNIT REAKSI CEPAT(URC)/SKPD TEKNIS

Pasa! 24

(1) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu metaksanakan tugas pemrosesan dan penerbitan izin, sedangkan
tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan tetap menjadi kewenangan SKPD teknis

(2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan SKPD teknis metalui pembentukan ti n
teknis yang ditetapkan oleh kepala daerah , bersifat tetap untuk periode tertentu dan dapat diganti sesu 3i

kebutuhan



(3) Tim teknis tersebut terdiri dari perwakilan SKPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan 
mempunyai kewenangan untuk mengambii keputusan daiam memberikan rekomendasi mengenai diterima 
atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis

(4) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap substantif atas keputusan/rekomendasi/pertimbangan teknis yang 

diambil oteh anggota tim teknis / URC yang berasal dari SKPD-nya

(5) Tim teknis mempunyai tugas ;

a. Memeriksa dan meneliti substantif berkas permohonan
b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohon an ditolak atau diterima untuk diproses lebih 

tanjut
Pasat 25

(1) URC (Unit Reaksi Cepat) mempunya) tugas :

a. Melaksanakan pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membt at 
analisis /kajian sesuai bidangnya

b. Memberikan rekomendasi /pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu dan Penanaman Mod?l untuk menyetujui atau menolak izin
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan URC dikoordinir oleh Kepata Kantor Petayanan Penzinan 

terpadu Satu Pintu
(3) Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu memberikan taporan kegiatan penzinan setiap tiga bulan 

kepada Bupati

(4) Pembinaan dan Pengawasan atas perizinan dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait

BAB XIII

MODEL PELAYANAN PERtZtNAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 26

(1) Menempatkan tim teknis dari SKPD di Kantor Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 

Modat
(2) Kantor Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal bertanggung jawab kepada Btjp iti 

Muna melalui Sekretaris Daerah
(3) Penandatanganan seluruh perizinan ditakukan oteh Kepata Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sa u 

Pintu selaku administrator Pelayanan Perizinan setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Bup; ti 

Muna.

BAB XIV
PRtNSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasat 27
Petayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu datam penyelenggaraanya memitiki prinsip sebagai berikut;

a. Kesederhanaan
b. Kejetasan

- Prosedur/tata cara petayanan



- Persyaratan

- Penanggungjawab
- Biaya /tarif petayanan termasuk tata cara pembeyaran

c. Kepastian waktu penyelesaian petayanan
d. Kepastian hukum
e. Kemudahan akses

f. Kenyamanan
g. Kedisiptinan, kesopanan dan keramahan

BAB XV 

KETENTUAN LAtN-LA'N 

Pasal 28

(1) Bentuk-bentuk formulir di pergunakan untuk petaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud 

datam pasal 21 Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diporporasi oteh instansi 

berwenang.
(2) Hat-hat yang betum diatur datam Peraturan Bupati ini yang berhbungan dengan perizinan akan 

ditetapkan lebih tanjut dengan Keputusan Bupati Muna.

BAB XVt 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasat 29

Peraturan Bupati ini mutai berlaku sejak tanggal diundangkar. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten 
Muna.

Ditetapkan di Raha 

Pada tanggal ^Januari 2013 

Â

ODDtN

Diundangkan di Raha 

Padatanggat Januari 2013

)AERAH KABUPATEN MUNA

PAEAF KaeRD!MAH! ! 
KEPUTUHAM BUPATI MUMA !

UM!T / SATUAM KERJA M X A F / T€L ]
S E H A K A B  MUMA
A StSTEM

; *A6tAM HUKUM i
( tPMGELOLA t *j* 1  -  i



Lampiran 1
JENtS-JENtS PERtZtNAN DAN NON PERttZtNAN YANG DtKELOLA

NO JENtS PERtZtNAN
JANGKA
WAKTU

PELAYANAN
NO JENiS NON PERtZtNAN

JANGKA
WAKTU

PELAYANAN
i Sektor Penanaman Modat. ) Suktor Perkebunan

1 tzin Pendaftaran Penanaman 
Modat

15 Hari 1 Surat Keterangan/ 
Rekomendasi Berusaha

3 Hari

2 Izin Prinsip Penanaman 
Modat

15 Hari 2 Surat Keterangan Asal Hasit 
Purtanian.

3 Hari

H Sektor Perkebunan
3 Surat tzin Usaha Setiap 

Komoditi Parkebunan dan 
T; maman Pangan.

3 Hari

3 Surat tzin Pengeiuaran Hasit 
Pertanian.

3 Hari 4 R^komeidasi P'inggitingan
Pa:ii.

3 Hari

4 Surat Keterangan Ketayakan 
Benih/ Bibit setiap Satur.

3 Hari 5 Rekomendus Penjualan 
PHstisida atau Pupuk.

3 Hari

5 tzin Usaha Perkebunan 15 Hari tt StMor Ketenaga Kerjaan

H! Sektor Peternakan
6 Rekomendasi 

Perpanjangan izin 
Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (tMTA).

3 Hari

6 tzin Rumah Potong Hewan 3 Hari m Sektor Perindustrian dan 
Perdagangan.

7 tzin pengeluaran Ku'it Sapi 
Segar dan Kutit Sapi Kering.

3 Hari 7 Tanda daftar Perusahaan 1 Hari

8 tzin Pengeluaran Hewan 
Hidup-hidup/ Sumbangan 
Pihak Ke-tiga.

3 Hari 8 Tanda daftar industri. 1 Hari

9 Surat tzin Operasi Pembelian 
Ternak Potong.

3 Hari 9 Tanda daftar gudang. 1 Hari

tV Sektor Ketenaga Kerjaan tv Sektor Pekerjaan Umum
10 tzin Penyimpangan Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat.
3 Hari 10 Sisa Kemampuan Nyata 

(SKN)
1 Hari

V Sektor Lingkungan Hidup 11 Sewa Atat Berat 1 Hari
11 tzin Gangguan (HO)/ Surat 

tzin Tempat Usaha (StTU)
7 Har V Sektor perhubungan /LLAJ 

dan tnfokom
12 tzin Lingkungan 7 Hari 12 Surat registrasi uji 

kendaraan bermotor baru 
dan bukan baru

1 Hari

13 tzin Pengendalian Dampak 
Lingkungan

7 Hari 13 Kartu tanda operasionat 
angkutan barang dan kartu 
daftar usaha angkutan.

1 Hari

V) Sektor Sosiat 14 Rekomendasi j3enghapusan 
kendaraan bermotor (DEM)

3 Hari

14 tzin Operasionai Panti 
Asuhan

3 Hari 15 Rekomendasi 
pembangunan tower base 
Trascesiver Station (BTS).

3 Hari

Vtt Sektor Perindustrian dan 
Perdagangan.

16 Rekomendasi Pas Kecii 
Kapal.

1 Hari

15 Surat izin usaha 
Perdagangan (StUP)

3 Hari 17 Kartu pengawasan 
a ignutan barang dan

1 Hari



angkutan orang / angkutan 
pedesaan dan perkotaan.

16 Surat izin usaha 
Perdagangan Minuman 
Beralkohol (StUP-MB)

3 Hari
V) Sektor Pariwisata

17 izin Usaha Industri 3 Hari 18 Rekomendasi Persyaratan 
dasar penggotongan ketas 
Hotel.

1 Hari

18 Izin Kawasan Industri 3 Hari 19 Sertifikat penggotongan 
Restoran/Rumah Makan.

1 Hari

19 Surat izin Tempat Usaha. 3 Hari V!) Sektor Kehutanan
20 tzin Rektame 3 Hari 20 Rekomendasi datam rangka 

izin usaha industri Primer 
hasit hutan Kayu.

7 Hari

VH! Sektor Perikanan Dan 
Ketautan.

21 Rekomendasi datam rangka 
pinjam pakai kawasan 
hutan.

7 Hari

21 Surat Izin Usaha Perikanan 
(SIUP)

3 Hari 22 Rekomendasi Pencadangan 
tahan untuk kegiatan non 
kehutanan.

5 Hari

22 Surat tzin Penangkapan Ikan 
(StPt).

3 Hari 23 Rekomendasi datam rangka 
tukar menukar kawasan 
Hjtan.

7 Hari

!X Sektor Kesehatan
23 tzin Praktik Kedokteran 3 Hari
24 Izin Praktik Bidan 3 Hari

25 tzin Praktik Apoteker:
a. apotek
b. Balai Pengobatan
c. Pedagang Besar Farmasi 

(PBF).

3 Han'

26 tzin Praktik Tenaga Teknis 
Kefatmasian.
a. apotek
b. toko obat
c. toko aiat kesehatan

3 Hari

27 Izin Praktik Perawat. 3 Hari
28 tzin Praktik Perawat Gigi 3 Hari
29 tzin Praktik Fisioterapis 3 Hari
30 tzin Praktik Refraksionis 

Optisien
3 Hari

31 Izin Praktik Terapis Wicara. 3 Hari
32 !zin Praktik Radiografer 3 Hari
33 tzin Praktik Okupasi Terapis 3 Hari
34 tzin Rumah Tangga Pangan 3 Hari

X Sektor Pekerjaan Umum
35 tzin Usaha Jasa Konstruksi 

(tUJK)
3 Hari

36 tzin Mendirikan Bangunan 
(iMB)

7 Hari



xt Sektor Pertambangan
37 izin Usaha Pertambangan 

Umum.
14 Hari

38 tzin Penimbunan Bahan 
Bakar Minyak (BBM).

7 Hari

39 tzin Mendirikan Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU).

14 Han'

40 tzin pangkatan minyak tanah. 7 Hari
41 izin Tambang Goiongan C

X!! Sektor perhubungan /LLAJ 
dan tnfokom

42 tzin trayek dan perubahan 
trayek

3 Hari

43 tzin operasionat Angkutan 
orang

3 Hari

44 tzin angkutan barang 3 Hari
45 tzin insidenti) (penyimpangan 

trayek)
3 Hari

46 tzin trayek pelayaran Rakyat. 3 Hari
47 tzin penggunaan jatan di tuar 

kepentingan tatutintas
3 Hari

48 tzin penggunaan trotoar dan 
bahu jatari.

3 hari

49 tzin operasi angkutan taxi 3 Hari
50 tzin usaha parkiran 3 Hari
51 tzin usaha jngkutan 3 Hari
52 tzin pemasangan jaringan 

instatasi bawah tanah.
3 Hari

X!t) Sektor Kehutanan
53 izin Pemungutan Hasit Hutan 

Kayu dan Bukan Kayu pada 
Huta Produksi Atam.

3 Hari

54 tzin Pemanfaatan Kayu. 3 Hari
55 tzin usaha Pemanfaatan Hasit 

Hutan Non Kayu.
3 Hari

56 tzin usaha industri Primer 
Hasit hutan Kayu.

3 Hari

57 tzin pertuasan usaha industry 
Hasit hutan kayu.

3 Hari

58 tzin usaha pembaharuan 
industri Primer Hasit hutan 
kayu.

3 Hari

59 Izin usaha pemanfaatan 
kawasan.

3 hari

60 tzin survey/ penyidikan 
umum/ eksptorasi 
pertambangan di kawasan 
hutan.

14 Hari

61 tzin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu pada Tanaman 
Rakyat. (tUPHHK-HTR).

7 Hari



/

NV Sektor Pendidikan
62 izin Operasionai institusi 

Pendidikan.
6 Hari

63 izin Pendirian Sekoiah 
Swasta.

7 Hari

64 izin Pendidikan Mengemudi. 7 Hari
65 izin Perpanjangan 

Operasional Institusi 
Pendidikan.

3 Hari

66 tzin Pendirian Lembaga 
Pendidikan Non Format.

14 Hari

67 Izin Pendidikan 
Sanggar/Kursus.

14 Hari

Sektor Aset/Kekayaan 
Daerah

68 tzin Penggunaan Gedung 
Pemerintah

3 Hari

69 tzin Penggunaan Gedung 
Atun-atun.

3 Hari

70 tzin Penggunaan SOR. 3 Hari
71 tzin Penggunaan Rumah 

Dinas.
3 Hari

XV Sektor Kebudayaan dan 
Pariwisata.

72 tzin usaha Hotei/ Penginapan 3 Hari
73 tzin Pemakaian Arena 

Pertunjukkan.
3 Hari

74 tzin Pusat Kebugaran. 3 Hari



Lampiran 2.

BAGAN ALUR PROSEDUR PELAYANAN PERtZiNAN DAN NON PERiZiNAN

PENGAJUAN BERKAS 
(LOKET 

PENERtMAAN)
PENERtMAAN

BERKAS

PEMOHON

PENYERAHAN 
PERtZtNAN/ 

NON PERtZiNAN

PEMERtKASAAN 
LOKASt/LAPANGAN 
(apabita dipertukan)

PENETAPAN BtAYA/ 
F!ETR,BUS)

PEMBAYARAN
BtAYA/RETRtBUSt

(KASiR)

PROSES
PERtZtNAN/

NON PERtZtNAN 
(SURAT KEPUTUSAN 

AKTA)


